WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM

Menimbang

Mengingat

DAERAH Dr. H. KUMPULAN PANE KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TEBING TINGGI,

bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019, untuk melaksanakan kegiatan teknis
terkait urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar dibidang kesehatan, perlu dibentuk Unit
Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.
Kumpulan Pane pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing

Tinggi;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan :

10.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3133);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing
Tinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun
2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota
Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. H. KUMPULAN PANE KOTA TEBING TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

/ 5
2.

ovion

Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi.
Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala
Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi.



10.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
pada Dinas atau Badan Daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H Kumpulan Pane yang
selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. H Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi.

Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan
kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan
dengan pelayanan masyarakat.

Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan
kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD RSUD kelas B
pada Dinas Kesehatan.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

UPTD RSUD merupakan unit organisasi bersifat fungsional,
yang memberikan layanan secara profesional.

UPTD RSUD dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

UPTD RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan
dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 4

Direktur UPTD RSUD dalam pengelolaan keuangan dan
barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan
pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang
kepegawaian UPTD RSUD.

Pasal 5

Otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan
pertangggungjawaban keuangan serta penggunaan dan
penatausahaan barang milik Daerah.

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), direktur UPTD RSUD ditetapkan selaku kuasa
pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), direktur UPTD RSUD memiliki tugas
dan kewenangan:

a. menyusun rencana kerja dan anggaran;



(4)

b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran,

menandatangani surat perintah membayar;

mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi

tanggung jawabnya,;

e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit
yang dipimpinnya;

f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan
pejabat penatausahaan keuangan; dan

g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
Daerah.

Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan

anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan

huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah

Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk

diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

o 0

Pasal 6

Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1), direktur UPTD RSUD melaksanakan belanja
sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja UPTD RSUD yang dipimpinnya.

Pasal 7

Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), direktur UPTD RSUD
melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban
keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Laporan  pertanggungjawaban keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan
Dinas Kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan melalui ketentuan:

a.

direktur UPTD RSUD dapat mengusulkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil
negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

direktur UPTD RSUD memiliki kewenangan dalam
menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
direktur UPTD RSUD memiliki kewenangan dalam
pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan UPTD
RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



BAB IV
ORGANISASI
Pasal 9

(1) Organisasi UPTD RSUD terdiri dari:
a. Direktur;
b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari:
1. Bagian Keuangan, terdiri dari:
a) Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
b) Sub Bagian Pelaporan dan Akuntansi.
2. Bagian Perencanaan dan Evaluasi, terdiri dari:
a) Sub Bagian Perencanaan; dan
b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b) Sub Bagian Hukum dan Humas.
d. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari:
a) Seksi Pelayanan Medik; dan
b) Seksi Sumber Daya Manusia dan
Pengembangan Mutu Pelayanan Medik.
2. Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari:
a) Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan; dan
b) Seksi Sumber Daya Manusia Pelayanan
Keperawatan.

3. Bidang Sarana Prasarana dan Penunjang Pelayanan,
terdiri dari:

a) Seksi Penunjang Pelayanan Medik dan Non
Medik
b) Seksi Sarana Prasarana Instalasi Rumah Sakit.

Komite;

Satuan Pengawasan Internal,

Satuan Medis Fungsional,

Instalasi; dan
i.  Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi UPTD RSUD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja
UPTD RSUD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

TSR e O

Pasal 10

Selain unsur organisasi UPTD RSUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1), UPTD RSUD dapat membentuk Dewan
Pengawas sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan dan pemberhentian
Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian Direktur dan Pejabat pada
UPTD dilakukan oleh Wali Kota sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.



(2)

Bagian Kedua
Eselon Jabatan
Pasal 12

Direktur merupakan Jabatan Eselon IIl.Lb atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.

Wakil Direktur merupakan jabatan eselon Ill.a atau jabatan
administrator.

Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon
[II.b atau jabatan administrator.

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan
eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Struktur organisasi UPTD RSUD yang ada saat ini tetap
melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan
dilakukannya penyesuaian struktur organisasi yang baru
sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

Penyesuaian Struktur organisasi UPTD RSUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Oktober 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 September 2020

WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2020 NOMOR 54




BAGAN ORGANISASI

KOMITE

LAMPIRAN

Sal1na1:ySesua1 dengan aslinya

Sltl Ma51t ' Saraglh

‘Jx

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN
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